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Propam Telah Periksa Polisi terkait
Penembakan 6 Anggota Laskar FPI

JAKARTA (IM) - Di-
visi Profesi dan Pengamanan
(Propam) Polri telah memer-
iksa anggota Polda Metro
Jaya terkait penembakan 6
anggota Laskar FPI di Tol
Jakarta-Cikampek. Informasi
ini disampaikan Kabag Penum
Divisi Humas Polri Kombes
Ahmad Ramadhan.

Sayangnya, Kombes Ah-
mad Ramadhan tak merinci
detail berapa jumlah polisi yang
diperiksa dan identitas aparat
tersebut.

“Tentunya sudah (dimin-
tai keterangan),” kata Ahmad
dalam jumpa pers di Gedung
Bareskrim Polri, Jakarta Selatan,
Senin (4/1).

Terkait dengan pengawasan
internal yang dilakukan Propam
Polri, Ahmad mengungkapkan
bahwa, pihaknya terus melaku-
kan pendalaman dan mencocok-
kan temuan di lapangan.

“Pihak Propam tentunya
terus berkoordinasi, dan kini
sedang pendalaman Propam
tengah mencocokkan temuan
di lapangan, baik temuan di
lakukan Kompolnas maupun
Komnas HAM,” ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan bahwa
sejauh ini belum ada hasil yang
didapat dari penyelidikan dan
investigasi yang dilakukan oleh
Propam Polri tersebut.

Sebelumnya, Divisi Propam
Polri melakukan pengawasan
dan investigasi terkait dengan
keputusan anggota Polda Metro
Jaya yang membela diri dengan
berujung penembakan terha-

dap enam Laskar FPI yang
melakukan penyerangan ke
aparat kepolisian di Tol Jakarta-
Cikampek.

Kadiv Propam Polri Irjen
Ferdy Sambo menyebut, terkait
dengan keputusan bela diri
anggota polisi dalam kasus
itu, pihaknya akan mendalami
apakah penggunaan kekuatan
tersebut sudah sesuai dengan
Peraturan Kapolri Nomor 1 dan
8 Tahun 2009.

“Pengawasan terhadap tin-
dakan kepolisian dalam kasus
penyerangan anggota FPI ter-
hadap anggota Polri.

Akibat penyerangan itu,
ada tindakan kepolisian yang
menyebabkan penyerang me-
ninggal dunia,” kata Ferdy saat
dikonfirmasi Okezone, Jakarta,
Rabu (9/12) tahun lalu.

Menurut Ferdy, penggunaan
kekuatan oleh anggota kepoli-
sian sebagaimana diatur dalam
Perkap Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penggunaan Kekuatan
dalam Tindakan Kepolisian.

Sementara Perkap Nomor
8 Tahun 2009 tentang Imple-
mentasi Prinsip dan Standar Hak
Asasi Manusia dalam Penyeleng-
garaan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

“Yang kami lakukan pen-
gawasan, apakah sudah seusai
dengan Perkap terkait penggu-
naan kekuatan.

Kalau sesuai penggu-
naan kekuatannya berdasar-
kan Perkap, akan disampai-
kan secara transparan,” ujar
Ferdy. @ lus

Ketua PA 212 Slamet Ma’arif
Diperiksa Terkait Aksi 1812

JAKARTA (IM) - Wakil
Sekretaris Jenderal Persauda-
raan Alumni (PA) 212 Novel
Bamukmin menyayangkan
pemanggilan Ketua Persauda-
raan Alumni (PA) 212 Slamet
Ma arif oleh Polda Metro
Jaya. Slamet dipanggil sebagai
saksi terkait aksi bertajuk
1812.

“Tidak scharusnya USM
(Ustads Slamet Ma’arif) itu di-
panggil karena jelas aksi 1812
dilindungi UUD 45 Pasal
28E serta UU No 9 Tahun
1998 serta dilindungi HAM
dan UU tersebut di atas UU
Karantina dan memang tidak
ada korelasinya,” ujar Novel
saat dikonfirmasi di Jakarta,
Senin (4/1).

Bahkan, Novel meng-
inginkan agar pemeriksaan
Slamet hanya dilakukan sekali
saja. Kemudian, selanjutnya
pun tidak perlu dipanggil lagi.

“Dan saya berharap
pemeriksaan terhadap USM
tidak lanjut karena aksi ke-
marin tidak ada karena sudah
dibubarkan paksa,” tuturnya.

Ketua PA 212 Slamet
Ma’arif datangi Polda Metro
Jaya untuk diperiksa sebagai
saksi terkait aksi bertajuk 1812.

“Saya peserta dan saya
belum hadir sudah dibubar-
kan terlebih dahulu. Saya di-
panggil sebagai saksi tapi saya
belum tahu saksi untuk siapa
karena di situ enggak dise-
butkan saksi untuk siapanya,”
katanya di Polda Metro Jaya.

Slamet yang datang sekira
pukul 10.30 WIB didam-
pingi kuasa hukumnya dengan
memakai gamis. Dari surat
panggilan yang diterimanya
juga tidak diberitahukan ka-
lau diperiksa sebagai saksi
untuk siapa dan kapasitasnya
sebagai apa.

Maklumat Kapolri

Polri menyatakan sampai
saat ini belum melakukan
penindakan terkait dengan
Maklumat Kapolri berno-
mor Mak/1/1/2021 tentang
Kepatuhan terhadap Laran-
gan Kegiatan, Penggunaan
Simbol dan Atribut serta
Penghentian Kegiatan Front
Pembela Islam (FPI).

Kabag Penum Divisi Hu-

mas Polri Kombes Ahmad
Ramadhan mengungkapkan,
penindakan itu belum dilaku-
kan lantaran belum ditentu-
kan adanya pelanggaran.

“Terkait penindakan ten-
tunya adanya pelanggaran.
sampai sejauh ini kami belum
menemukan atau melihat ada
pelanggaran yang dilakukan
terkait maklumat tersebut.
Jadi, terkait penindakan ada
pelanggaran dulu,” kata Ah-
mad dalam jumpa pers di Ge-
dung Bareskrim Polri, Jakarta
Selatan, Senin (4/1).

Maklumat Kapolti Jenderal
Idham Azis menuai sorotan
terkait dengan salah poinnya di
2d, yang berbunyi ‘Masyarakat
tidak mengakses, mengunggah
dan menyebar luaskan konten
terkait FPI baik melalui website
maupun media sosial’.

Terkait itu, Ahmad me-
mastikan pihaknya belum
melakukan penindakan apa-
pun terkait hal tersebut. “Be-
lum ada pelanggaran yang
ditemukan terkait Maklu-
mat Kapolri nomor 1 tahun
2021,” ujar Ahmad.

Sekadar diketahui,
Kadiv Humas Polri Irjen
Argo Yuwono memastikan,
maklumat kapolri berno-
mor Mak/1/1/2021 tentang
Kepatuhan terhadap Laran-
gan Kegiatan, Penggunaan
Simbol dan Atribut serta
Penghentian Kegiatan Front
Pembela Islam (FPI), uta-
manya pada poin 2d, tidak
melarang media untuk mem-
beritakannya.

“Dalam maklumat tersebut
di poin 2d, tidak menyinggung
media, sepanjang memenuhi
kode etik jurnalistik, media
dan penerbitan pers tak petlu
risau karena dilindungi UU
pers, kebebasan berpendapat
tetap mendapat jaminan kon-
stitusional,” kata Argo melalui
keterangan resminya, Minggu
3 Januari 2021.

Argo menjelaskan, yang
dimaksud dalam poin 2d
tersebut yakni, simbol atau
atribut FPI dilarang digu-
nakan dan diproduksi untuk
kepentingan adu domba,
provokasi, yang bertentangan
dengan UUD 1945 dan ide-
ologi Pancasila. e lus
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VAKSIN COVID-19 SINOVAC TIBA DI LAMPUNG
Anggota Brimob berjaga di samping truk berisi vaksin
Covid-19 Sinovac setibanya di UPTD Instalasi Farmasi
dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,
Lampung, Senin (4/12). Sebanyak 40.520 ribu dosis
vaksin Covid-19 Sinovac tiba di Lampung dan disim-
pan di raung khusus di UPTD Instalasi Farmasi dan
Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung .

URGENT

VACCINF & SFRA

PENGECEKAN STOK VAKSIN
SINOVAC DI BANTEN

Wakapolda Banten Brigjen Pol. Ery Nursatari
(tengah) didampingi Wagub Andika Hazrumi
(kanan) dan Danrem 064/Maulana Yusuf
Brigjen TNI Gumuruh Winardjadmiko (Kkiri)
mengecek stok vaksin Covid-19 Sinovac saat
tiba di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan
Provinsi Banten, di Serang, Senin (4/1).
Sebanyak 14.560 dosis vaksin Covid-19 Sinovac
tiba di Serang, Banten, dan selanjutnya akan
didistribusikan ke tingkat Kabupaten/Kota.

VAKSIN COVID-19 TIBA DI JAWA TENGAH
Petugas memindahkan boks berisi vaksin Covid-19 Sinovac kiriman dari
Bio Farma ke tempat penyimpanan vaksin di gudang farmasi Dinas Ke-
sehatan Provinsi Jawa Tengah, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa
Tengah, Senin (4/12) dini hari. Jawa Tengah menerima 62.560 dosis vaksin
dari total 3 juta dosis vaksin tersebut yang didistribusikan ke 34 provinsi
di Indonesia untuk persiapan program vaksinasi tahap pertama dengan

rancana pelaksanaan periode Januari - April 2021

Moeldoko: Pengumuman Calon Kapolri
Tinggal Menunggu Waktu

Ada beberapa perwira tinggi Polri bintang
3 dan bintang 2 yang potensial mengisi
jabatan Kapolri untuk menggantikan
Jenderal Idham Azis yang akan pensiun

pada 1 Februari 2021.

JAKARTA (IM) - Kepala
Kantor Staf Kepresidenan
(KSP) Moeldoko mengatakan,
pengumuman calon Kapolri
pengganti Jenderal (Pol) Idham
Azis tinggal menunggu waktu.

“Prosedurnya sudah ada,
tinggal nunggu waktu, siapanya
pasti sudah ada,” kata Moeldoko
di kantornya, Senin (4/1).

Sayangnya, Moeldoko ma-
sih enggan mengungkap calon

kapolri yang namanya sudah
ada di kantomg Presiden Joko
Widodo (Jokowi).

“Kebetulan tidak di kantong
saya, kan begitu,” ujarnya.

Mocldoko lebih lanjut
mengatakan bahwa mekanisme
penggantian kapolri sudah jelas.
Presiden akan mengusulkan
nama calon ke Komisi I1I DPR
RI. Selanjutnya, DPR akan
menggelar uji kelayakan dan

kepatutan sebelum nantinya
mengambil keputusan tentang
calon yang dipilih. Oleh karena
itu, kata Moeldoko, perihal nama
calon kapolri bakal disampaikan
di akhir.

“Saya pikir sampai di situ
saja, nanti nama belakangan,
gampang,” katanya.

Sebagai informasi, Kapolri
Jenderal Idham Azis akan pen-
siun pada 1 Februari 2021. Wakil
Ketua Komisi III DPR Pan-
geran Khairul Saleh sebelumnya
memperkirakan bahwa Presiden
Jokowi akan mengirimkan surat
presiden (sutpres) terkait nama
calon Kapolri pada pertengahan
Januari 2021 atau setelah masa
reses DPR berakhir pada 10
Januari 2021.

“Kita perkirakan surat

Pemeriksaan Gisel Terkait
Video Porno Ditunda Hingga Jumat

JAKARTA (IM) - Pemer-
iksaan terhadap artis Gisella
Anastasia terkait kasus video
porno yang melibatkan dirinya
bersama seorang laki-laki ber-
nama Michael Yukinobu De
Fretes ditunda. Gisel melalui
kuasa hukumnya mengirim-
kan surat minta pemeriksaan
ditunda.

Kabid Humas Polda Metro
Jaya Kombes Pol Yusri Yunus
mengatakan, kuasa hukumnya
Gisel meminta penundaan
pemeriksaan kliennya. Alasan
yang dilontarkan karena Gisel
hari ini hendak menjemput
putri semata wayangnya yang
baru pulang dari Bali.

“Tadi kuasa hukumnya
hadir mengajukan permintaan
pemeriksaan ulang, karena
dia ada kegiatan menjemput
putrinya yang baru pulang
liburan,” katanya, Senin (4/1).

Dia menegaskan, pemer-
iksaan tehadap Gisel akan
dilaksanakan pada Jumat 8
Januari 2021.

“Kita jadwalkan pada Ju-
mat besok jamnya sama yaitu

jam 10.00 WIB,” terang Yusri.

Permohonan penundaan
pemeriksaan tersebut dimak-
lumi penyidik karena ini adalah
pemeriksaan pertama.

Seperti diketahui, viralnya
video porno dengan pemeran
mirip artis Gisel sempat mem-
buat heboh lini massa.

Dalam kasus video syur
mirip Gisel ini, Polda Metro
Jaya sudah menetapkan dua
admin media sosial sebagai
tersangka karena menyebar-
kan secara masif video porno
itu. Motif mereka menyebat-
kan video itu hanya untuk
mendapatkan followers yang
banyak.

Terkini, polisi menyebut
Gisel sudah mengakui jika
dialah pemeran wanita yang
ada dalam video tersebut. Gisel
dan seorang pria berinisial
MYD alias Michael Yukinobu
De Fretes sudah ditetapkan
sebagai tersangka dengan tu-
dingan pasal pornografi.

Lebih dari Satu Video?
Roy Suryo menyebut video

syur Gisel bisa saja lebih dari
satu.

“Mungkin bukan hanya
satu rekaman,” ujar Roy, baru-
baru ini.

Sayang, belum ada keteran-
gan dari Roy Suryo mengenai
alasannya berasumsi bahwa
video syur Gisel bisa lebih dari
satu. Roy hanya mengatakan
bahwa durasi video asli Gisel
dan Michael Yukinobu lebih
dari yang beredar.

“Saya yakin ini lebih dari
19 detik,” katanya.

Roy Suryo menerangkan,
video 19 detik yang beredar
merupakan hasil rekaman
orang lain. Sehingga ada ke-
mungkinan rekaman asli dari
Gisel berdurasi lebih panjang.

Gisel sendiri kini telah
ditetapkan sebagai tersangka
atas keterlibatan dalam video
porno berdurasi 19 detik.

Oleh penyidik, sang aktris
dianggap sebagai pembuat
konten porno sehingga dijerat
pasal. Selain Gisel, status ter-
sangka juga dikenakan pada
Michael Yukinobu. e lus

PANEN IKAN BANDENG DI KAMPUNG TANGGUH
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Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto (tengah)
didampingi Wakapolres AKBP Yudhistira Midhyawan (kiri) dan sejumlah
tokoh masyarakat melakukan panen raya ikan bandeng di empang gara-
pan warga Kampung Tangguh Covid-19 binaan Polres Metro Tangerang
Kota di Teluk Naga, Tangerang, Banten, Senin (4/1). Sebanyak 4 ton ikan
bandeng berhasil dipanen warga, yang hasilnya akan dibagikan kepada
warga sekitar terdampak Covid-19.

Bapak Presiden itu mungkin
pertengahan (Januari), karena
kita masih reses ini. Nanti tang-
gal 10 kita berakir reses, tanggal
11 masuk,” kata Pangeran saat
dihubungi, Jumat (1/1) lalu.
Terkait kandidat calon Ka-
polri yang berpeluang meng-
gantikan Kapolri Jenderal Idham
Azis, kata dia, ada beberapa
perwira tinggi Polri bintang 3
dan bintang 2 yang potensial
mengisi jabatan Kapolri.

“Semuanya itu nantinya
terserah presiden.

Jadi ada beberapa jenderal
bintang tiga yang potensial, bin-
tang dua yang nanti bakal naik
jadi bintang tiga juga potensial,”
katanya.

Moeldoko sebelumnya men-
gatakanPresiden Jokowi punya
kunci senditi untuk menentukan
calon Kapolri yang akan meng-
gantikan Jenderal (Pol) Idham
Azis pada awal 2021.

“Presiden juga punya kunci
sendiri untuk menentukan siapa
yang akan menjabat,” kata Moel-
doko. Ia pun tak membenarkan
ataupun membantah kabar yang
menyebutkan bahwa Istana telah
mengantongi tiga nama calon
Kapolri Moeldoko tak mem-
permasalahkan jika masyarakat
berspekulasi terkait hal ini. Ia
menyebut, publik punya hak
untuk berkalkulasi.

“Biarkan masyarakat ber-
spekulasi, biarkan masyarakat
berkalkulasi. Itu masyarakat
punya hak untuk itu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Pre-
sidium Indonesia Police Watch
(IPW) menilai, terdapat lima dari

13 komisaris jenderal (komjen)
atau jenderal polisi berbintang
tiga yang berpeluang menjadi
Kapolri pengganti Idham Azis.
Pada awal 2021, Idham akan
mengakhiri masa jabatannya.

Lima nama yang berpotensi
besar, menurut Neta, adalah
Wakapolri Komjen Gatot Eddy
Pramono, Kabaharkam Komjen
Agus Andrianto, Kepala BNPT
Komjen Boy Rafli Amar, dan
Inspektur Jenderal Kemen-
kumham Komjen Andap Budi
Revianto.

Nama berikutnya adalah
mantan ajudan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY),
Komjen Rycko Amelza Dahniel,
yang kini menjabat sebagai Ka-
baintelkam. Selanjutnya, bakal
ada dua jenderal berbintang dua
atau inspektur jenderal (irjen)
yang berpotensi naik pangkat
menjadi komjen sehingga tu-
rut memiliki peluang menjadi
Kapolri.

Menurut Neta, sejumlah
jenderal berbintang dua yang
berpotensi mengisi dua jabatan
itu antara lain Kapolda Metro
Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda
Jabar Irjen Ahmad Dofiri, Ka-
polda Riau Irjen Agung Setia
Imam Effendy, dan Koorsahli
Kapolri Irjen Nana Sudjana.

Nana sebelumnya dicopot
dari jabatan sebagai Kapolda
Metro Jaya karena dinilai lalai
dalam menegakkan protokol
kesehatan Covid-19.

Meski begitu, Neta menilai
Nana tetap memiliki peluang
masuk dalam bursa calon Ka-
polri. @ lus

Polri Bantah Terlibat Pemblokiran
Rekening FPI Pasca-Dibubarkan

JAKARTA (IM) - Rekening
bank milik Front Pembela Islam
(FPI) diklaim telah diblokir pasca
dilarang beraktivitas dan dibubat-
kan oleh pemerintah.

Polri menyatakan tidak terli-
bat dan tidak tahu soal pembloki-
ran rekening FPI. Alasannya,
pemblokiran bukanlah kewenan-
gan Polri. Selain itu, polisi juga
belum mendapatkan informasi
utuh terkait dengan hal tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Ban-
tuan Hukum DPP FPI Aziz
Yanuar tak membantah adanya
kabar pemblokiran rekening bank
dari FPI tersebut. “Infonya begitu,
tapi nanti kami cek untuk pastikan
lagi,” kata Yanuar saat dikonfir-
masi terpisah.

Aziz menambahkan, pi-
haknya belum berkomunikasi
lebih lanjut dengan pihak bank
lantaran saat ini tengah libur tahun
baru 2021.

“Bank masih libur juga,”
ucapnya.

Diperiksa

Penyidik Bareskrim Polri
melakukan pemeriksaan terhadap
Habib Rizieq Shihab (HRS) di
Rutan Polda Metro Jaya, terkait
dengan kasus dugaan pidana
menghalangi atau menghambat
penanganan wabah penyakit
menular terkait pengambilan uji

Swab Rumah Sakit (RS) Ummi,
Bogor, Jawa Barat.

“Hari ini pemeriksaan Ri-
zieq sebagai saksi dalam kasus
RS Ummi,” kata Dir Tipidum
Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian
Djajadi saat dikonfirmasi, Jakarta,
Senin (4/1).

Selain Rizieq, penyidik sebet-
ulnya menjadwalkan melakukan
pemeriksaan terhadap Dirut RS
Ummi. Namun, lantaran yang
bersangkutan masih terpapar Co-
vid-19, sehingga agenda tersebut
diurungkan. “Ada 1 terlapor yang
belum bisa diperiksa karena masih
Covid,” ujar Andi.

Dalam hal ini, RS Ummi dil-
apotkan dengan nomor LP/650/
X1/2020/JBR/POLRESTA BO-
GORKOTA. Adapun pasal yang
disangkakan yakni Pasal 14 Ayat
1,2 UU Nomor 4 Tahun 1984.

Dalam laporannya, RS Ummi
diduga menghalangi atau meng-
hambat Satgas dalam penanga-
nan atau penanggulangan wabah
penyakit menular Covid-19 yang
akan melakukan swab tes terhadap
salah satu pasiennya yang diduga
terpapar Covid-19.

RS Ummi Kota Bogor dinilai
tidak memberikan penjelasan
yang utuh terkait protokol proses
penanganan terhadap pasien
tersebut. @ lus



